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PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR OO7 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN WH'STLE BLOWING DAN PENGADUAN

MASYARAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

a. bahwa da.lam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan
yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, djn'nepotisme (c,ean
university), perlu diberikan akses kepada pegawai dan/atau
m,asyarakat untuk.menyampaikan pengaduan merigenai terjadinya
pelanggaran dan/atau tindak pidana di lingkunlan Universitas
Negeri Surabaya;

b. bahwa.untuk mendorong peran serta pegawai di lingkungan
Universitas Negeri Surabaya dan/atau masiarakat dalari upaya
mewujudkan 

. 
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan

bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, 
' p"it, aitukrtun

penanganan terhadap pengaduan yang ada dan diberikan
perlindungan terhadap pegawai din/aiau masyarakit yang
menyampalkan pengaduan;

c. bahwa berrlasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan pe-raturan nektoi Universitas
Negeri 

_Surabaya tentang pedoman penanganan pengaduan
Wh.istle-Blowing 

. 
dan . 

pengaduan Masyaraka-t di Ltngiungan
Universitas Negeri Surabaya.

1. Undang-Undang RI Nomor 20
Pendidikan Nasional;

Tahun 2003 tentang Sistem

2. Undang-Undang Rl Nomor l2 Tahun 2011 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Rl Nomor '12 tahun 2012 tentang pendidikan
Tinggi,

4. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 3TTahun 2OO9 tentanq Dosen;
5. Peraturan pemerintah Rl Nomor 66 tahun 26tO tentang

Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan pengelolaan perguruan
Tinggi;



7. Peraturan Presiden Rl Nomor g7 Tahun 20.14 tentang peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor l2 Tahun 20il tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan;

8. Peraturan Presiden Rl Nomor l3 Tahun 2Ol5 tentang Kementerian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

9. Keputusan Presiden Rl Nomor 93 tahun 1999 tentang perubahan
lKlP menjadi Universitas;

l0.Peraturan_lvlenteri Keuangan Rl Nomor 92lpMK.O5/20.1 .l tentang
Rencana Bisnis dan Anggaran Serta pelaksanaan Anggaran Badan
Layanan Umum;

'l l.Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Rl Tinggi Nomor'15 Tah,un 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Uiiuversitas
Negeri Surabaya;

'l2.Peraturan Menristekdikti Rl Nomor 9g Tahun 20,l6, tentang
Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang pelaksanaan Kegiatai
Administrasi Kepegawaian Kepada pejabai tenentu dilingkungan
Kemristekdikti;

l3.Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan pendidikan Tinggi Rl Nomor

- .7.9Tahun2017 tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya;'l4.Keputusan Menkeu Rl Nomor 50/KMK05/2009 tentang penetapan
Universitas Negeri Surabaya pada Departemen pendidilan Nasional
sebagai lnstansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

l5.Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl Nomor
164/MPK.A4/KP/2014 tentang pengangkatan Rehor Universitas
Negeri Surabaya.

Menetapkan:

MEMUTUSKAN:

PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN
WHISTLE BLOWING DAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS N EGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Datam peraturan Rektor ini yang di.unrrJ,Ii'J"nnun,
1. universitas Neged surabaya yang selanjutny; disingkat uNESA adalah perguruan

Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (BLU).
2. lSl.]gt adalah organ UNESA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan

UNESA.
3. Menteri adalah Menteri Riset, Teknologl dan pendidikan Tinggi.4. Whistle-Blowing adalah pegawai yang mengetahui dJn mengadukan dugaan

terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang terjadi di lingkuigan UNESAI;;
bukan merupakan bagian dari pelaku pelan-ggaran dan/aiau [ejahatan yang
diadukannya.

5. Pegawai adalah aparatur sipil negara dan pegawai lainnya yang berdasarkan
keputusan pejabat berwenang diangkat dalam suatu laUitan aIn beke4a Ji
lingkungan UNESA.



6. Pengaduan adalah Pengaduan Whistle-Btowing dan pengaduan Masyarakat.7. Pengaduan Whistle-Blowing adalah pengaduan - yang diiampaikan oleh
Whistleblower.

8. Pengaduan Masyarakat adalah pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat yang
mengetahui dan mengadukan dugaan terjadinyi peranggaran dan/atau'kelahatan di
lingkungan UNESA.

9. Penga.du adalah Pegawai dan/atau Masyarakat yang mengetahui dan mengadukan
terjadinya pelanggaran dan/atau kejahatan yang ier.lidi di liigkungan UNESAI

BAB II

PENGADUAN

(1) pegawai atau masyarakat dapat r""rliiSl'*." pengaduan.
(2) Pengaduan oleh Pegawai sebagaimana dimaksud'pada ayat (1), dapat berkaitan

dengan dugaan:
a. penyalahgunaanwewenangi
b. pelanggaran disiplin pejabat/pegawai;
c. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai di

lingkungan UNESA.
(3) Pengaduan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkaitan

dengan dugaan:
a. penyalahgunaanwewenang;
b. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
c. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
d. tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pegawai di

lingkungan UNESA;

(1) setiap pegawai yang metihat.atau ,lilXllnr, dugaan penyatahgunaan wewenang,
pelanggaran disiprin pejabavpegawai, dugaan terj;di konflik kefentingan dan/ata"u
dugaan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan "ffUeSn *aU
menyampaikan Pengaduan.

(2) Masyarakat.yang melihat atau mengetahui. dugaan penyalahgunaan wewenang,
hambatan.dalam pelayanan kepada masyarakat, Iugaan terjadi 

-konflik 
kepentin!a"n

dan/atau dugaan tindak pidana korupsi, korusi dan iepotisme di ringkungan uNEsA
dapat menyampaikan Pengaduan.

Pasal4
(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dapat disampaikan dengan cara:a. langsung; dan/atau

b. tidak langsung.
(2) Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a disampaikan

kepada Badan Pengawas rnternar, pusat rnformasi dan Hubungan Masyarakai, unit
Layanan Terpadu dan/atau pimpinan Unit Kerja.

(3) Laporan Pengaduan secara tidak rangsung sebagaimana dimakud pada ayat (r)huruf
b dapat disampaikan melalui:
a. sura!



(1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 paling sedikit memuat:
a. substansipengaduan;
b. pihak yang terlibat;
c. waktu kejadian;
d. tempat kejadian; dan
e. kronologiskejadian.

(2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus dilengkapi dengan dokumen
atau bukti pendukung lainya,

semua.pengaduan wajib ditindakl"rjrtiPfi:|6 Ti, penanganan pengaduan, termasuk
pengaduan yang tidak memuat atau tidak melampirkan ideniitas pengadu.

Pasal 7
(1) Dalam hal identitas pengadu diketahui, Tim penanganan pengaduan dan/atau

Pegawai wajib merahasiakan identitas pengadu, kecuali intuk keperluan
pemeriksaan.

(2) Tim Penanganan Pengaduan dan/atau pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang terbukti tidak melaksanakan kewajiban merahasr:akan identitas Rengaau dilatutri
hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-uniangun dun
Peraturan Universitas Negeri Surabaya yang berlaku.

b. faksimile;
c. surat elektronik
d. laman;
e. audio visual;
f. foto; dan/atau
g. bentuk lain.

Pasal 5

P E N A N GA NIf;NB JINGA D UA N
Pasal 8

(l ) Rektor membentuk Tim Penanganan pengaduan di lingkungan UNESA.
(2) Tim Penanganan Pengaduan sebagaimani dimaksud p-ada iyat (1) ditetapkan dengan

Surat Keputusan Rektor.

Pasal 9
Tim
a.
b.
c.

d.

f.

s.
h.

Penanganan Pengaduan sebagaimana dimalaud pada pasal g bertugas:
menerima Pengaduan dari pegawai/Masyarakaq
melakukan persiapan administrasi dan teknis pengaduan;
mengumpulkan informasi mengenai kebenaran pengaduan;
mengumpulkan data atau keterangan lainnya yang relevan dengan pengaduan;
menilai ancaman atau gangguan yang sudah atau akan terjadi pida een-gadu;
menangani Pengaduan sesuai prosedur dan ketentuan peraturari perundang_
undangan;
melaporkan telahaan atas Pengaduan; dan/atau
menyiapkan laporan hasil telaah untuk disampaikan kepada Rektor.



Pasal 10
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
Pengaduan berwenang:
a. menerima dan menilai kelayakan pengaduan;
b. melakukan verifikasi berkas pengaduan; dan
c. meminta klarifikasi dari penqaduan.

pada Pasal 9 Tim Penanganan

Pasal '11

(l) Pengaduan Masyarakat yang ditujukan kepada Rektor, pengadministrasiannya
dilakanakan oleh Unit Layanan Terpadu.

(2) Setelah dilakukan pengadministrasian sebagaimana dimakud pada ayat (1),
dokumen Pengaduan diteruskan kepada Sekret;ris Universitas.

(3) Sekretaris Universitas menelaah materi pengaduan.

(1) relaahsebasaimanadimaksudd.hrli:::li,ayat(3),ditakukandatamjanskawaktu

.-. g.aling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejaktanggal diterimanya eengiduin.
(2) Hasil telaah sebagaimana dimaksud pida ayat (t)-disampaikan kepad"a Rektor sejak

tanggal selesainya telaah pengaduan untuk dilakukan pemerikaan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal l3
Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal .12 

ayat (2) dapat berupa:a. penyalahgunaanwewenang;
b. pelanggaran disiplin pegawai;
c. melakukan hambatan dalam pelayanan kepada masyarakat;
d. dugaan terjadi konflik kepentingan; dan/atau
e. dugaan tindak pidana korupsi, kolusidan nepotisme.

(l) Dalam hat hasit pemeriksaan ,"oln'.t*:l. dimaksud datam pasat .12 
ayat (2)

merupakan penyalahgunaan wewenang, pelanggaran disiplin pejabaVp"gu*ii
dugaan terjadi konflik kepentingan dan/atau meraiukan hambatan bui., p"tiyunun
kepada masyarakat, Rektor memberikan rekomendasi kepada pelabat 'yang
berwenang untuk:
a. menjatuhkan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;
b. memerintahkan pengembalian uang negara dan/atau Barang Milik Negara;

dan/atau
c. tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan terdapat dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan
nepotisme, hasil pemeriksaan disampaikan kepada instansi yang beiwenang, untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-unlangan.

Dalam hal hasil pemeriksaa" ,"rro.ni;'i'rLt n pelanggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 atau bukan tindak pidana berdasariin putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, Sekretaris universitas merekomendasikun p"*irlihun nuri
baik teradu kepada Rektor



Pasal l6
I!l:1,:11 Universitas menyampaikan seturuh hasil pemeriksaan kepada Rektor dalam
DenruK taporan pelaksanaan pemeriksaan.

Sekretaris universitas merakukan p"rtffii:l terhadap tindak ranjut peraksanaan
rekomendasi sebagaimana dlmaksud pada pasal I 5.

Pengadu berhak mendapatran inrormaslliffinai perkembangan pengaduan dari timPenanganan Pengaduan sesuai dengan tempat'dan media penyampaian pengaduan.

PEM BERIANBigJXND UNGAN

( r ) Rektor memberikan pertindunsr^ o"jji3'Ji"r.or.
(2) Perlindungan sebagaimana dihaksud puau u!"t (.1)diberikan dalam hal pengaduan

yang disampaikan oleh pengadu memenuhi ["tentuan sebagaimana dimaksut pada
pasal 5.

(3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya
Pengaduan.

Perlindungan sebagatmana dimaksud drt:::XiO.t l9 ayat (2) ditakukan dengan cara:a. menjaga kerahasiaan identitas pengadu;
b. memberikan rasa aman dalam meriberikan keterangan;c. memberikan bantuan hukum;
d. meminta perlindungan kepada instansi yang berwenang; dan/ataue. perlindungan dari tindakan barasan idm'inistratif ke-pegawaian dan.iaminan hak

kepegawaian.

BAB V
PENGHARGAAN DAN PEMBERIAN SANKSI

(1) Rektor dapat memberikun p"nghurgfultn"lt2"lpuau eunguau sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal pengaduan:a. berdasarkan hasil pemeriksaan, terbuki telah terjadi pelanggaran di!ipli-n; ataub. berdasarkan putusan pengadilan yang telah memplnyaii<-et<uatan hukum-tetap
terbuktitelahterjaditindakpidana. -



Pesawai vans berdaylla1 
lasir,o"."r,,lr1til',-110,1o, menyampaikan pensaduan parsudan/atau menyampaikan eengadua; t;1ri u"rrir"t nin.n, afi.i"rri hukuman disiplin olehpejabat yang berwenang sesuli dengan k&entuan p"r"tri"n feiundang_undangan.

pegawai vang terbukt,^-i"ifr,.hru.1i,t1l'i*,.,' dan/atau kewenangan untukmelakukan tindakan batasan r6u.g.'ir.na ui,irar,iuJ p.J.'p.*t 20 huruf e, duatuhihukuman disiplin sesuaidengan t etlniuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

dengan Keputusan yang asli
m dan Keuan 90tr, ftd

3r980101002

Ditetapkan disurabaya
Pada Tanggal 09Juli 2018
Rektor,

WA RSO NO
NIP I 960051 91 98503 1 oO2

NIP I


